Menimbang

Mengingat

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Menetapkan

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Walikota adalah Walikota Surakarta.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah  yang  berkedudukan  sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

S. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya  disingkat APBD adalah rencana



10.

(1)

(2)

keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari

kas Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah,
dan Pembiayaan Daerah.

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah
Rp2.365.326.507.727,00 (dua triliun tiga ratus enam
puluh lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima
ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)
terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan

Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp 2.106.611.499.812,00
b. Belanja Daerah Rp 2.365.326.507.727,00
Defisit Rp (258.715.007.915,00)

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp 265.715.007.915,00
2. Pengeluaran Rp 7.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp 258.715.007.915,00

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan Rp

0,00



Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar

Rp2.106.611.499.812,00 (dua triliun seratus enam miliar

enam ratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh

sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang

bersumber dari:

a.
b.

C.

(1)

(3)

(4)

pendapatan asli Daerah;
pendapatan transfer; dan

lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp820.672.003.566,00 (delapan ratus dua puluh
miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ribu lima
ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan  Daerah  Yang

Dipisahkan; dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp522.500.000.000,00
(lima ratus dua puluh dua miliar lima ratus juta
rupiah).
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar
Rp85.182.980.580,00 (delapan puluh lima miliar
seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus
delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rpl15.165.804.000,00 (lima
belas miliar seratus enam puluh lima juta delapan

ratus empat ribu rupiah).



()

(1)

(3)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp197.823.218.986,00
(seratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus
dua puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu

sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 5
Pendapatan  Transfer sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp1.285.039.496.246,00 (satu triliun dua ratus
delapan puluh lima miliar tiga puluh sembilan juta
empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus
empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rpl.099.397.936.000,00 (satu  triliun
sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan
puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam
ribu rupiah).
Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rpl85.641.560.246,00 (seratus delapan
puluh lima miliar enam ratus empat puluh satu juta
lima ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh

enam rupiah).

Pasal 6
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c¢ direncanakan
sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta
rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan hibah;

b. dana darurat; dan



(4)

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp900.000.000,00
(sembilan ratus juta rupiah).

Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
direncanakan sebesar Rp2.365.326.507.727,00 (dua

triliun tiga ratus enam puluh lima miliar tiga ratus dua

puluh enam juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua

puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a.
b.

C.

(1)

belanja operasi;
belanja modal;
belanja tidak terduga; dan

belanja transfer.

Pasal 8

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar
Rp1.877.180.050.458,95 (satu triliun delapan ratus
tujuh puluh tujuh miliar seratus delapan puluh juta
lima puluh ribu empat ratus lima puluh delapan
rupiah koma sembilan puluh lima sen), yang terdiri
atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. Dbelanja bunga;

d. belanja subsidi;

e. belanja hibah; dan

f.  belanja bantuan sosial.



(2)

(3)

(4)

(7)

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp789.314.902.871,32
(tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus
empat belas juta sembilan ratus dua ribu delapan
ratus tujuh puluh satu rupiah koma tiga puluh dua
sen).

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp961.528.076.532,63 (sembilan ratus enam puluh
satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh
puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah
koma enam puluh tiga sen).

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp108.956.291.785,00 (seratus delapan miliar
sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus
sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh
lima rupiah).

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp17.380.779.270,00 (tujuh belas miliar tiga ratus
delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan

ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 9
Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar
Rp468.146.457.268,05 (empat ratus enam puluh
delapan miliar seratus empat puluh enam juta empat
ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh
delapan rupiah koma lima sen), yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;



(3)

(4)

(5)

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan

f.  Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a  direncanakan sebesar
Rp5.472.081.500,00 (lima miliar empat ratus tujuh
puluh dua juta delapan puluh satu ribu lima ratus
rupiah).

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp93.721.994.312,43 (sembilan puluh tiga
miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan
ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua belas
rupiah koma empat puluh tiga sen).

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp281.495.169.029,62 (dua ratus delapan
puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima
juta seratus enam puluh sembilan ribu dua puluh
sembilan rupiah koma enam puluh dua sen).

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp79.291.790.960,00 (tujuh
puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh satu
juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus
enam puluh rupiah).

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp8.165.421.466,00 (delapan miliar seratus
enam puluh lima juta empat ratus dua puluh satu

ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).



Pasal 10
Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yang

terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11
(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00
(nol rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan.
(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00

(nol rupiah).

Pasal 12
Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023
direncanakan sebesar Rp258.715.007.915,00 (dua ratus
lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima belas juta
tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yang terdiri
atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan
sebesar Rp265.715.007.915,00 (dua ratus enam
puluh lima miliar tujuh ratus lima belas juta tujuh
ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yang terdiri
atas:
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya,;

b. pencairan dana cadangan;



(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(1)

- 10 -

c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang
dipisahkan;

d. penerimaan pinjaman Daerah;

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah,;
dan

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp265.715.007.915,00

(dua ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus lima

belas juta tujuh ribu sembilan ratus lima belas

rupiah).

Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00

(nol rupiah).

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan

sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14
Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan
sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah),
yang terdiri atas:
a. pembentukan dana cadangan;

b. penyertaan modal Daerah;



(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

11 -

c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh
tempo;

d. pemberian pinjaman Daerah; dan

e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00

(nol rupiah).

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00

(nol rupiah).

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan
anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya
defisit sebesar Rp258.715.007.915,00 (dua ratus lima
puluh delapan miliar tujuh ratus lima belas juta
tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

Pembiayaan netto yang merupakan  selisih
penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran
pembiayaan direncanakan sebesar
Rp258.715.007.915,00 (dua ratus lima puluh
delapan miliar tujuh ratus lima belas juta tujuh ribu

sembilan ratus lima belas rupiah).
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Pasal 16
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya
dimasukan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran

2023, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan

Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran

Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada

Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam

Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan
dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan,;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan
belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila
ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau

masyarakat.



= B e

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri

dari:

a.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut  kelompok dan  jenis
pendapatan, belanja dan pembiayaan,;
Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut urusan Pemerintahan
Daerah dan organisasi;

Rincian APBD menurut urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan
beserta keluaran kegiatan, akun,
kelompok, jenis pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

Rekapitulasi belanja dan kesesuaian
menurut urusan Pemerintahan
Daerah, organisasi, program beserta
hasil, kegiatan beserta keluaran dan
sub kegiatan beserta keluaran;
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan
Pemerintahan Daerah dan fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Rekapitulasi belanja untuk
Pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal;

Sinkronisasi Program pada Rencana
Pembangunan Jangka  Menengah
Daerah dengan Rancangan APBD;
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah dan Prioritas
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i. Lampiran IX

j- Lampiran X

k. Lampiran XI

1. Lampiran XII

m. Lampiran XIII

n. Lampiran XIV

o. Lampiran XV

p. Lampiran XVI
q. Lampiran XVII

Penjabaran @ APBD

Plafon Anggaran Sementara dengan
Rancangan APBD;

Sinkroni sasi Program  Prioritas
Nasional dengan Program Prioritas
Daerah;

Sinkronisasi Major Project dengan
Dukungan Program Prioritas Daerah;
Daftar Jumlah Pegawai per Golongan
dan per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan
Investasi Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan
Aset Lain-Lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak
(Multy Years);

Daftar Dana Cadangan;

Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 18

sebagai landasan = operasional

pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah

diundangkan.

Pasal 19

ini mulai berlaku pada tanggal
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 30 November 2022

SEK RIS DXERAH KOTA SURAKARTA,

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(9-289/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan
Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Penyusunan APBD
sebagaimana dimaksud, berpedoman pada RKPD dalam rangka
mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan
bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan,
alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

Tema RKPD Kota  Surakarta Tahun 2023 adalah
°Pengembangan Kota Budaya Yang Modern Didukung Oleh
Birokrasi Yang Gesit dan Partisipasi Publik Yang Kreatif dan
Inovatif’’. Dengan memperhatikan Pasal 89 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tema
RKPD tersebut diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (KUA - PPAS) Kota Surakarta Tahun Anggaran
2023 serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023, untuk
selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD Kota Surakarta Tahun

Anggaran 2023.



IL.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.



Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.
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